SALINAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

bahwa berdasarkan realisasi pendapatan dan
perhitungan evaluasi kinerja keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro serta
memperhatikan kebutuhan belanja pada Rumah Sakit
Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, maka
dapat diperkirakan adanya kenaikan pendapatan
BLUD dan perlunya penyesuaian kebutuhan Belanja
guna memenuhi kebutuhan untuk menunjang
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro
Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan,
Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya
Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan = Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah
Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode
Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
317 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 18 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 semula sebesar semula sebesar
Rp. 1.013.274.540.714,00 bertambah sebesar

Rp. 10.000.000.000,00 sehingga menjadi
Rp. 1.023.274.540.714,00 dengan rincian sebagai
berikut :

Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 958.135.968.132,00

b. Bertambah Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Rp. 968.135.968.132,00
Perubahan

Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.013.274.540.714,00

b. Bertambah Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 1.023.274.540.714,00
Defisit setelah Perubahan Rp. (55.138.572.582,00)
Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 59.138.572.582,00

b. Selisih Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. 59.138.572.582,00
Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 4.000.000.000,00

b. Selisih Rp. 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. 4.000.000.000,00
Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 55.138.572.582,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp. -
perubahan

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Wali Kota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 9 November 2023

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto

BANGKIT HARYO UTOMO
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,
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)

FACHRUDDIN, SH



